
 
 

 

 

 

 

SURAT KEPUTUSAN 

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS DIPONEGORO 

NOMOR : 015/SK/SMFHUndip/II/2026 

 

 

TENTANG 

 

 

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026 

 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 

 



 

Menimbang     : a.​ bahwa dalam rangka mewujudkan tertib perencanaan, penyusunan, 

dan pelaksanaan fungsi legislasi di lingkungan Senat Mahasiswa 

Fakultas Hukum, diperlukan suatu perencanaan program legislasi 

yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan; 

 b.​ bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kerja 

bagi alat kelengkapan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dalam 

menjalankan fungsi legislasi, perlu ditetapkan Program Legislasi 

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum; 

 c.​ bahwa berdasarkan Rapat Dengar Pendapat Terbatas calon Program 

Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 

tahun 2026; 

 d.​ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Senat Mahasiswa 

Fakultas Hukum tentang Penetapan Program Legislasi Senat 

Mahasiswa Fakultas Hukum. 

Mengingat       : a.​ Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro 

Tahun 2025; 

 b.​ Peraturan Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola 

Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan    :  KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

DIPONEGORO TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI 

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 

TAHUN 2026. 

KESATU            :  Menetapkan Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Diponegoro tahun 2026. 

KEDUA              :  Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan dan apabila di kemudian 

hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ditetapkan di Ms. Teams 

Pada 08 Februari 2026 

 

 

KETUA SENAT MAHASISWA FAKULTAS 

HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO 

 

 

 

 

Shofi Jihan Nabila 

NIM 11000123130471 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LAMPIRAN​ : SURAT KEPUTUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

DIPONEGORO  

NOMOR ​ : 015/SK/SMFHUndip/II/2026 

TANGGAL​ : 08 Februari 2026 

TENTANG​ : Penetapan Program Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro tahun 2026. 

1.​ PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025 
 

NO PROGRAM LEGISLASI 

1. Peraturan Mahasiswa tentang Perubahan atas Peraturan Mahasiswa nomor 2 Tahun 
2023 tentang Anggaran dan Pengawasan 

 
2.​ HASIL SURVEY PROGRAM LEGISLASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS 

HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025 
 

No INFORMASI KETERANGAN 

1. Tanggal Pelaksanaan 19-25 Januari 2026 

2.  Hasil Responden terhadap 
Peraturan Mahasiswa tentang 
Perubahan atas Peraturan 
Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2023 

Pada Skala 1-5 mengenai pentingnya 
peraturan mahasiswa tentang Perubahan atas 
Peraturan Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Anggaran dan Pengawasan, terdapat 
453 responde dengana rincian sebagai 
berikut: 

-​ 278 memilih skala 5 
-​ 130 responden memilih skala 4 
-​ 41 responden memilih skala 3 
-​ 2 responden memilih skala 2 
-​ 1  responden memilih skala 1 

 
 
 
 

 



 
3.​ HASL UJI PUBLIK DAN BERITA ACARA PROGRAM LEGISLASI SENAT 

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025 
 

NO ORMAWA KETERANGAN 

1. Ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa FH Undip Tahun 
2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

2. Ketua UKM-F 
Pseudorechtspraak FH Undip 
Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

3. Ketua UKM-F Riset dan Debat 
FH Undip Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

4. Ketua UKM-F Kelompok 
Studi Hukum Islam FH Undip 
Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

5. Ketua UKM-F Kelompok 
Studi Bahasa Asing FH Undip 
Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

7. Ketua UKM-F Asian Law 
Students Association LC 
Undip FH Undip Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

8. 
 

Ketua UKM-F Persekutuan 
Mahasiswa Kristen FH Undip 
Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

9. Ketua UKM-F Pelayanan 
Rohani Mahasiswa Katolik FH 
Undi Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

10. Ketua UKM-F Koordinator 
Kegiatan Islam FH Undip 
Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

11. Ketua UKM-F Bola FH Undip 
Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

12. Ketua UKM-F Basket FH Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 

 



 

Undip Tahun 2026 Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Diponegoro Tahun 2026 

13. Ketua UKM-F Paduan Suara 
Mahasiswa Satya Dharma Gita 
FH Undip Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

14. Ketua UKM-F Bela Diri FH 
Undip Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

15. Ketua UKM-F Teater Themis 
FH Undip Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

16. Ketua UKM -F Kelompok 
Diskusi Kelas Sosial FH Undip 
Tahun 2026 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

17. Ketua UKM-F Lembaga Pers 
Mahasiswa Gema Keadilan 

Menyetujui Bakal Calon Program Legislasi 
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Diponegoro Tahun 2026 

18. Ketua UKM F Nebula FH 
Undip 

Tidak Aktif 

 
4.​ HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT TERBATAS LEGISLASI SENAT 

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2026 

NO. PIHAK KETERANGAN 

1. Gading Kain Timoer 1.​ Waktu Pelaksanaan: Rabu, 4 Februari 2026 
2.​ Program Legislasi: Peraturan Mahasiswa 

tentang Mediasi 
3.​ Hasil RDP: 

Pengusul mengajukan program legislasi 
tersebut karena  kebutuhan akan mekanisme 
penyelesaian sengketa yang jelas, terstruktur, 
dan memiliki landasan hukum untuk 
menangani konflik yang kerap terjadi di 
lingkungan ormawa dan UKM, khususnya 
terkait peminjaman anggaran dan kompetisi 
yang membawa nama Fakultas Hukum. Dengan 
adanya Perma, proses penyelesaian konflik 
dapat berjalan lebih tertib, terarah, serta 

 



 

memiliki kepastian mekanisme—baik melalui 
mediasi yang difasilitasi Senat Mahasiswa 
maupun melalui penanganan oleh jajaran 
dekanat sehingga mencegah eskalasi konflik 
dan menjaga tata kelola organisasi 
kemahasiswaan yang kondusif. 
 
Latar Belakang: 
landasan hukum untuk penyelesaian sengketa 
dan dapat menjadi langkah awal SM FH dalam 
menyediakan mekanisme penyelesaian 
sengketa.  
 
Materi Muatan: 
1. Ketentuan Umum 
2. Asas dan Tujuan 
3. Jenis Sengketa 
4. Mediator 
5. Penyelesaian 
6. Perjanjian Penyelesaian 
7. Ketentuan Peralihan 
8. Ketentuan Penutup 
 
 

2. Veline Fitria Ramadhani  1.​ Waktu Pelaksanaan: Rabu, 4 Februari 2026 
2.​ Program Legislasi: Peraturan Mahasiswa 

tentang Mahkamah Mahasiswa 
3.​ Hasil RDP: 

Pengusul mengajukan Perma tersebut dengan 
dasar pertimbangan bahwa Fakultas Hukum, 
sebagai lingkungan akademik yang 
menitikberatkan pada kajian hukum dan sistem 
peradilan, membutuhkan keberadaan 
Mahkamah Mahasiswa di tingkat fakultas yang 
bersifat strategis dan relevan. Sampai saat ini, 
belum terdapat mekanisme peradilan 
mahasiswa yang khusus, independen, serta 
terlembaga secara formal di Fakultas Hukum 
untuk menyelesaikan pelanggaran etika, konflik 
antar lembaga, maupun sengketa internal 
organisasi kemahasiswaan secara objektif, 
transparan, dan menjunjung tinggi prinsip 
kepastian hukum. 
 

 



 

Latar Belakang: 
Melihat bahwa Fakultas Hukum sebagai 
lingkungan akademik yang secara keilmuan 
berfokus pada studi hukum dan sistem 
peradilan, keberadaan Mahkamah Mahasiswa 
di tingkat Fakultas Hukum menjadi kebutuhan 
yang mendesak dan relevan. Hingga saat ini, 
belum terdapat mekanisme peradilan 
mahasiswa yang bersifat khusus, independen, 
dan terlembagakan di Fakultas Hukum untuk 
menyelesaikan pelanggaran etika, konflik 
kelembagaan, maupun sengketa internal 
organisasi mahasiswa secara adil dan 
transparan. 
 
Materi Muatan: 

1.​ Kedudukan dan Fungsi Mahkamah 
Mahasiswa, sebagai lembaga peradilan 
mahasiswa yang bersifat independen, 
otonom, dan bebas dari pengaruh 
organisasi kemahasiswaan mana pun 
selama masa jabatan. 

2.​ Asas dan Prinsip Mahkamah 
Mahasiswa, meliputi asas 
independensi, imparsialitas, 
transparansi, akuntabilitas, dan 
keadilan. 

3.​ Struktur dan Keanggotaan Mahkamah 
Mahasiswa, termasuk syarat, 
mekanisme seleksi, masa jabatan, serta 
larangan rangkap jabatan dalam 
organisasi kemahasiswaan untuk 
menjaga netralitas. 

4.​ Kewenangan Mahkamah Mahasiswa, 
khususnya dalam memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara 
pelanggaran etika, konflik 
antar-organisasi, serta sengketa internal 
mahasiswa di lingkungan Fakultas 
Hukum. 

5.​ Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa, 
yang mengatur tata cara pengaduan, 
pemeriksaan, persidangan, pembuktian, 
hingga pengambilan putusan. 

6.​ Sifat Putusan Mahkamah Mahasiswa, 

 



 

yang bersifat final dan mengikat dalam 
lingkup kemahasiswaan Fakultas 
Hukum. 

7.​ Pengawasan dan Transparansi, 
termasuk kewajiban publikasi putusan 
tanpa mengabaikan prinsip 
kehati-hatian dan etika. 

8.​ Ketentuan Peralihan dan Penutup, 
untuk mengatur implementasi awal 
Mahkamah Mahasiswa setelah Perma 
ditetapkan. 

3. Gola Arpanji 1.​ Waktu Pelaksanaan: Rabu, 4 Februari 2026 
2.​ Program Legislasi: Peraturan Mahasiswa 

tentang Aspirasi dan Advokasi 
3.​ Hasil RDP: 

Pengusul mengajukan perma tersebut untuk 
memberikan kejelasan pembagian kewenangan 
dan ranah advokasi antar ormawa agar tidak 
terjadi lagi tumpang tindih peran, kebingungan 
fungsi, maupun konflik kelembagaan seperti 
yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, 
Perma diperlukan sebagai landasan normatif 
yang menegaskan batas fungsi masing-masing 
lembaga dalam menampung aspirasi mahasiswa 
sesuai bidangnya, sehingga tercipta mekanisme 
advokasi yang tertib, terkoordinasi, dan selaras 
dengan Ketetapan Musywa PPO Undip 2025. 
 
Latar Belakang:  
Berawal dari kendala yang pernah terjadi di 
tahun lalu dimana terdapat kebingungan atau 
bertabraknya peran advokasi antara ormawa 
eksekutif dengan ormawa legislatif, lebih 
tepatnya antara BEM FH Undip dengan SM FH 
Undip, spesifiknya mengenai pembagian ranah 
advokasi dan juga pembagian ruangan UKMF 
yang ada di FH Undip, apabila semestinya kita 
lihat, Senat Mahasiswa, BEM, ataupun UKM, 
semuanya tentu masih memiliki tugas untuk 
menampug aspirasi mahasiswa sesuai dengan 
ranahnya masing-masing. Layaknya BEM 
dengan aspirasi mengenai UKT dan beasiswa, 
Senat Mahasiswa dengan aspirasi sarpras dan 
akademik, dan UKMF dengan aspirasinya 

 



 

mengenai bidang kegiatan yang dilakukan oleh 
UKM itu sendiri. Yang mana, hal-hal terkait 
aspirasi tersebut sesuai dengan Ketetapan 
Musywa PPO Undip 2025. 

 
Materi Muatan: 

1.​ Asas Aspirasi dan Advokasi 
2.​ Jenis-jenis aspirasi dan advokasi 
3.​ Pihak-pihak yang dapat melakukan 

aspirasi dan advokasi 
4.​ Prosedur dan alur penyelenggaraan 

aspirasi dan advokasi . 
 

 

4. Muhammad Abrar 
Naufal 

1.​ Waktu Pelaksanaan: Rabu, 4 Februari 2026 
2.​ Program Legislasi: Perubahan Peraturan 

Mahasiswa tentang Pemilihan Umum Raya  
3.​ Hasil RDP: 

Pengusul mengajukan Perma tersebut karena 
menilai masih terdapat beberapa kerancuan 
nomenklatur dalam Perma Pemira. Selain itu, di 
tengah pergeseran dinamika perguruan tinggi 
saat ini, terdapat sejumlah ketentuan yang 
dinilai sudah tidak lagi relevan serta berpotensi 
melampaui legitimasi ormawa dalam 
menjalankan fungsinya sebagai perangkat 
kelembagaan. 
 
Latar Belakang: 
Perlu adanya penyesuaian nomenklatur dan 
beberapa ketentuan yang dinilai sudah tidak 
relevan lagi 
 

 

 

 


